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Auction Process or Extermination on the Office of Tax control and Service 
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, 2009.  
  
Background of this problem is caused of world economic development 
trough exchange world like export- import which developed rapidly. It causes a 
lot of import goods which entered to Indonesia increasingly, so that the 
government try maximally to control, regulate and give limitation goods traffic 
which entered to Indonesia trough land, air and sea track. Prohibition is done for 
selecting good entered to the area of customs office. 
The goal of the research is to know how the handling of prohibition results 
of goods until auction process extermination, it is also to know whatever type, 
kind or character of the goods which can be auctioned and inclusive in the 
classification of the good which can be auctioned or exterminated.  
From the results which have been done by author in the control and service 
office type A Surakarta, the conclusion can be made that mechanism of the 
handling prohibition result goods and until auction process or extermination is 
very complex and complicated, because the prohibition results goods have various 
kinds of character and specific and It inclusive in what classification the goods 
which can be auctioned or exterminated are. The use of prohibition result goods 
which is auctioned or exterminated is to protect one of the numbers of nation 
incomes, namely an income from entrance tax in customs office. 
Suggestion which can be given is that it needs more socialization of 
existing regulation in the office of tax control and service type A Surakarta and 
give facility or easiness to the public society about the importance of caring their 
brings, especially for public society who often make far journey, particularly go to 
abroad with using or entering trough land , air and sea line so that it can minimize 
all of legal form activity which happened in the area of customs office for the 












A. Latar Belakang Masalah 
 
Seperti kita ketahui bersama, Indonesia selain menyelenggarakan 
pemerintahan juga melaksanakan pembangunan. Dan untuk menjalankan 
pembangunan, suatu Negara membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit 
dan tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Salah satu sumber pendapatan 
Negara untuk membiayai pembangunan selain dari pajak juga berasal dari cukai 
atau penerimaan bea masuk. 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah berdiri sebelum terbentuknya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya sejak jaman belanda, namun 
secara tepat tidak diketahui tahun berapa kantor tersebut dinyatakan berdiri. Pada 
zaman belanda kantor tersebut dahulunya memakai nama “ Tabaks Accyns “ 
Kantor. Tabaks Accyns Kantor mempunyai arti kantor cukai tembakau.  
Keberadaan kantor yang menangani urusan bea dan cukai mutlak 
diperlukan dan mempunyai posisi yang strategis dalam birokrasi suatu Negara. 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak awal dibentuk memiliki misi misi utama 
yaitu menghimpun penerimaan Negara dari sector pabean dan cukai serta 
melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Negara. Direktorat Bea dan Cukai 
yang menangani urusan Bea dan Cukai mutlak diperlukan dan mempunyai posisi 
yang strategis dalam birokrasi suatu Negara. Dirjen Bea dan Cukai sejak awal 
dibentuk memiliki misi utama yaitu menghimpun penerimaan Negara dari sektor 
pabean dan cukai serta melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Negara. 
Dalam hal ini Bea dan Cukai juga mengawasi arus keluar masuknya barang di 
Negara Republik Indonesia agar segala sesuatunya tentang barang yang 
berhubungan dengan bea masuk dan masuk ke wilayah kepabeanan dapat berjalan 
sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  
Yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang 
ditetapkan dalam undang ( UU No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai ). Cukai 
dipungut oleh Negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati 
atau menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil 
tembakau ( rokok, cerutu, dsb ), Etil Alkohol, dan Minuman mengandung etil 
alcohol / minuman keras. Dengan cukai pemerintah berharap dapat mengahalangi 
penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya 
kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya obyek cukai yang beredar dan yang 
dikonsumsi. 
Sisi lain dari pengenaan cukai si beberapa Negara maju adalah membatasi 
barang-barang yang berdampak negatif secara sosial ( Pornografi dll ). Objektif 
lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman 
kemasan, limbah dll ), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang 
mewah dan sebagainya ( www.wikipedia.org ) 
Pada masa sekarang ini seperti kita ketahui bersama, kegiatan ekspor 
impor yang dilakukan oleh perseorangan ataupun perusahaan banyak yang 
melakukan kegiatan memasukan barang kedalam negeri ( impor ). Dari sekian 
orang atau individu atau perusahaan  ada beberapa yang melanggar ketentuan dan 
peraturan kepabeanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga pada 
perusahaan-perusahaan ataupun usaha yang sifatnya usaha kecil menengah yang 
mana mereka memproduksi tembakau, Etil Alkohol maupun barang-barang yang 
memiliki nilai ekonomis. Meningkatnya arus lalu lintas barang yang masuk ke 
wilayah Indonesia juga dapat menimbulkan berbagai macam pelanggaran 
dibidang kepabeanan. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berusaha 
untuk dapat mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dan sedapat mungkin 
menghilangkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan prosedur 
impor baik dalam hal kedatangan barang, pembongkaran barang, penimbunan 
barang maupun pengeluaran barang. Tahap kedatangan dan pengeluaran barang 
karena dalam tahap ini akan ditentukan apakah barang impor tersebut telah 
memenuhi prosedur yang berlaku atau tidak, sehingga barang tersebut akan dapat 
dikeluarkan dari daerah pabean atau tidak.  
Salah satu cara untuk melindungi penerimaan Negara adalah melalui 
pemeriksaan dan penegahan barang bawaan penumpang maupun bahan baku 
sebuah perusahaan yang digunakan untuk bahan baku keperluan produksi yang 
dibawa dari luar negeri. Selain pemeriksaan barang  penumpang, penegahan juga 
dilakukan terhadap barang-barang kiriman, pesanan seseorang atau individu 
maupun untuk kepentingan-kepentingan suatu perusahaan. Penegahan barang 
dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan 
pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. 
Barang yang terkena proses penegahan adalah barang yang termasuk dalam 
barang jenis barang larangan dan pembatasan. 
Dalam hal ini topik yang penulis angkat adalah tentang Mekanisme 
Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan atau Pemusnahan Pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta. Barang yang 
terkena proses pelelangan adalah barang yang mempunyai nilai ekonomi seperti 
perhiasan, alat kantor seperti mesin computer, kendaraan bermotor maupun alat 
elektronik seperti televise, DVD player, handphone, dan sebagainya. 
Sedangkan barang yang terkena proses pemusnahan adalah barang yang 
sifatnya merusak, mempunyai dampak kesehatan bagi manusia baik secara 
jasmaniah maupun rohaniah seperti narkotika ( ecstasy, heroin, mariyuana, VCD 
porno, majalah porno, miniman keras, bahan peledak dan sebagainya ). 
Saat ini penerimaan Negara dari sektor pabean dan cukai dirasa sangat 
membantu anggaran pembelanjaan Negara. Untuk mengetahui lebih dalam 
mengenai permasalahan tersebut, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini saya 
ingin mencoba memberikan gambaran, mensosialisasikan, dan meneliti hal-hal 
yang berkaitan dengan prosedur penanganan barang hasil penegahan hingga 
proses pelelangan atau pemusnahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe A3 Surakarta. 
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis memandang perlu 
mengadakan penelitian mengenai bagaimana proses penegahan sampai dengan 
proses lelang dengan mengambil judul : MEKANISME PENANGANAN 
BARANG HASIL PENEGAHAN HINGGA PROSES PELELANGAN 
ATAU PEMUSNAHAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN 
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 SURAKARTA. 
B. Perumusan Masalah 
 
 Dari gambaran mengenai objek penelitian di atas, maka dapat diambil 
pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut ini : 
1) Bagaimana prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta dalam 
proses atau mekanisme barang hasil penegahan hingga proses pelelangan 
atau pemusnahan? 
2) Kendala apa yang ditemui oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe A3 Surakarta dalam mengurangi, meminimalisir maupun 
mencegah terjadinya  Barang Hasil Penegahan atau Barang Impor yang 
mencoba masuk secara illegal kedalam wilayah kepabenanan Negara 
Indonesia? 
 
C. Tujuan Pengamatan 
 
 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dalam melakukan 
penelitian diatas  dapat memberi manfaat yang berguna dan sesuai dengan yang 
dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Untuk mengetahui lebih jauh mekanisme penanganan barang hasil hasil 
penegahan sampai dengan proses pelelangan atau pemusnahan di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta. 
2) Untuk mengetahui jenis barang apa saja yang dapat terkena proses 
penegahan sampai dengan proses pelelangan atau pemusnahan. 
3) Untuk mengetahui kendala apa saja yang di temukan oleh Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta guna 
mengurangi derasnya barang impor yang masuk ke Indonesi a setelah 
proses penegahan sampai dengan proses pelelangan atau pemusnahan. 
4) Bagi Penulis, untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan 
ilmu yang didapat dari pembelajaran di univesitas dengan menerapkan 
langsung dilapangan dan untuk memenuhisebagaian persyaratan dalam 
memperoleh sebutan Vokation Ahli Madya ( A.Md ) dalam bidang 
Manajemen Administrasi. 
5) Bagi Pihak Lain, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan mekanisme penanganan 
barang hasil penegahan sampai dengan proses pelelangan atau 
pemusnahan.  
6) Bagi Instansi yang diteliti, semoga dapat memberi masukan dan saran 
yang berarti dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam 
mekanisme penanganan barang hasil penegahan hingga proses lelang atau 
pemusnahan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kantor Bea dan 


























A. Pengertian Mekanisme 
 
 Kata mekanisme berasal dari bahasa inggris mechanism, yang berarti 
harga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme adalah cara kerja suatu 
organisasi  ( perkumpulan orang atau sebagainya ), hal yang saling bekerja seperti 
mesin ( kalau yang satu bergerak maka yang lain ikut bergerak ) (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia) 
Dalam Ensiklopedia Administrasi dijelaskan : 
 Mekanisme adalah suatu cara pendekatan upaya dalam rangka 
penyempurnaan tata kerja berupa usaha merubah cara-cara atau metode-metode 
ajeg dan bisa diganti dengan metode atau peralatan yang mekanisme atau otomatis 
sehingga dalam hal ini akan diperoleh penghematan penggunaan tenaga manusia ( 
The Liang Gie 1982 : 203 ) 
 Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme 
cara kerja suatu organisasi yang saling  berkaitan dan bertujuan untuk 
menyempurnakan suatu pekerjaan sehingga berjalan sesuai dengan tujuan yang di 
inginkan. 
 
B. Pengertian Penegahan 
 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tegah berasal dari kata 
cegah yang berarti, menegahkan, menahan, tidak menurutkan. Pencegahan atau 
penegahan dapat dikatakan juga suatu tindakan yang telah ditetapkan untuk 
melakukan pencegahan atau penolakan. 
Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, 
penegahan barang dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk menunda 
pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai 
dipenuhinya kewajiban pabean. Barang yang terkena proses penegahan adalah 
barang yang termasuk dalam barang jenis barang larangan dan pembatasan. 
 
C. Pengertian Lelang 
 
Pelelangan adalah proses, cara, atau perbuatan melelang barang. Lelang 
dapat juga diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penjualan dihadapan orang 
banyak ( dengan tawaran yang atas-mengatasi ) dipimpin oleh seorang pejabat 
lelang yang berhak. Pelelangan biasa dilakukan untuk memperoleh hasil atau uang 
dengan nilai tertinggi dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pejabat 
lelang yang berhak.  
Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara 
langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara 
lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usha mengumpulkan peminat. 
Lelang harus diumumkan kepada masyarakat melalui media massa untuk 
memenuhi persyaratan Undang-Undang.( http://altolelang.com) 
 
 Berdasarkan peraturan yang berlaku, maka lelang barang bergerak dan 
tidak bergerak meliputi : 
1) Lelang sukarela. 
2) Aset milik BUMN / Persero, perorangan, perusahaan swasta. 
3) Aset milik bank dalm likuidasi berdasarkan PP No.68 tahun 1997 
4) Guarantee Right Holder Fiducia. 
 
Jenis-jenis lelang : 
1) Lelang Eksekusi 
Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau 
dokumen yang dipersamakan dengan itu. 
2) Lelang Non eksekusi 
Lelang barang milik atau barang yang dikuasai Negara atau lelang 
sukarela atas barang milik swasta. 
3) Lelang Sukarela 
Lelang yang dilakukan atas kehendak pemiliknya sendiri yang dibuktikan 
dengan surat penyerahan barang oleh yang bersangkutan. 
4) Lelang Fiduasia 
Lelang jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tetap 
dalam penguasaan pemberian fidusia sebagai agunan sebagai pelunasan 
hutang. 
 
Pengertian lelang dalam UU No.19 tahun 2000 pasal 1 sub 17 : 
 Penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan 
dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. 
 Berdasarkan pasal 1 Kep Men-Keu No.304/KMK.01/2002 : Lelang adalah 
penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui 
media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang 
didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. 
 
D. Pengertian Pemusnahan 
 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemusnahan adalah suatu 
proses, tindakan, cara memusnahkan ( melenyapkan ) suatu obyek yang ingin 
dimusnahkan. Pemusnahan berasal dari kata lenyap : habis : binasa. Pemusnahan 
dilakukan kepada suatu obyek yang yang sudah tidak memiliki nilai, sudah habis 
nilai gunanya, tidak di inginkan lagi keberadaannya. 
 
E. Pengertian Kepabeanan 
 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “ pabean “ adalah 
instansi ( jawatan, kantor ) yang mengawasi, memungut dan mengurus bea masuk 
( impor ) dan bea keluar ( ekspor ), baik melalui darat, laut maupun udara. 
Sedangkan pengertian dari “ kepabeanan “ adalah perihal yang bertalian dengan 
pabean ( Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
1993 : 711 ). 
 Pengertian istilah “ kepabeanan “ yang terdapat dalam Undang-undang 
No.10 Tahun 1995 tentang Kepabenanan adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean 
dan pemungutan bea masuk. 
 Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 
darat, perairan dan ruang diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi 
ekslusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU ini ( UU No.10 Tahun 
1995 ). 
 
F. Metode Pengamatan 
 
1. Jenis Pengamatan 
 
Dalam pengamatan ini penulis menggunakan jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian deskriptif kualitatif 
adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 
atau melukiskan pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya.( H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, 1994; 73 )  
Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan metode field 
research, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 
data yang ada di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder. 
 
2. Lokasi Penelitian 
 
   Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe A3 Surakarta. Dengan pertimbangan bahwa Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta mempunyai 
wewenang untuk melakukan mekanisme proses penegahan barang hingga 
proses pelelangan atau pemusnahan. 
 
3. Sumber Data 
 
a.  Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui 
wawancara maupun observasi yang kemudian diolah sendiri oleh penulis. 
b.  Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui 
buku-buku kepustakaan, dokumen, dan keterangan-keterangan lain yang 
berhubungan dengan masalah pengamatan yang digunakan sebagai 
pelengkap dan pendukung data primer. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah : 
a. Observasi 
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 
secara langsung pada obyek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk 
memperoleh gambaran nyata yang ada pada lokasi pengamatan. 
b. Wawancara 
Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 
dengan responden untuk memperoleh data penunjang yang relevan. 
Wawancara dilakukan dengan tidak menggunakan struktur yang ketat atau 
formal sehingga informasi yang diperoleh dirasa cukup mendalam. 
c.  Studi Pustaka 
Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan 
membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan mekanisme penanganan 
barang hasil penegahan hingga proses pelelangan atau pemusnahan pada 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta. 
Buku-buku tersebut penulis dapatkan di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Tipe A3 Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta juga 
tempat dan sumber lain dimana dapat diperoleh. 
 d.  Dokumentasi 
Teknik pengambilan dan pengumpulan data dengan cara 
mengambil data dari arsip, dokumen yang ada di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta. 
 
 
5. Teknik Pengambilan Sampel 
 
Teknik yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini 
adalah Purposive Sampling dimana penulis cenderung memilih informan 
yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data dan 
mengetahui masalah secara mendalam. Informan yang dipilih dapat menunjuk 
informan lain yang dianggap lebih lebih tahu sehingga informan dapat 
berkembang sesuai dengan kebutuhan penulis dalam memperoleh data 
Adapun yang dijadikan informan antara lain :  
a) Kepala Seksi P2 Penindakan dan Penyidikan Bpk.Sunarto. 
b) Sub Korlak dan Intelijen Seksi P2 Penindakan dan Penyidikan Bpk. 
Kamaluddin. 
c) Kepala Seksi Penimbunan Bpk. Yusuf. 
 
6. Analisis Data  
 
Menurut HB Sutopo (1988:34-37) dalam analisis data dengan model 
interaktif, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis melalui 3 (tiga) 
komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dengan proses pengumpulan 
data sehingga merupakan suatu siklus. Komponen-komponen dalam analisa 
data tersebut dijelaskan sebagai berikut :  
 
 
 a) Pengumpulan Data 
Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan metode 
pengumpulan data yang telah diuraikan sebelumnya, yang terdiri dari 
wawancara, observasi, serta analisa dokumen.  
b) Reduksi Data 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 
pengabstarakkan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. 
Proses ini berlangsung terus menerus dari tahap awal sampai berakhirnya 
penulisan laporan Tugas Akhir ini. 
c) Sajian Data 
Dengan melihat suatu penyajian data, penulis akan mengerti apa 
yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa 
atau tindakan lain. 
d) Penarikan Kesimpulan 
Pada awalnya kesimpulan tersebut kurang jelas kemudian semakin 
jelas karena landasan yang kuat. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi 
sampai proses pengumpulan data berakhir. 
 
Ditambahkan referensi Tinjauan Pustaka juga didapat dari mata 
kuliah Manajemen Operasi Perkantoran pada semester IV dan mata kuliah 
Manajemen Perbekalan pada semester V Program Diploma III Manajemen 











DESKRIPSI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN 
BEA DAN  CUKAI TIPE A3 SURAKARTA 
 
A. Sejarah Berdirinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe A3 Surakarta 
 
Seperti halnya kantor bea dan cukai lainnya, Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai ( KPPBC ) Tipe A3 Surakarta juga berada bdi 
bawah naungan Departemen Keuangan RI. Keberadaan KPPBC Tipe A3 
Surakarta sudah ada sejak zaman Belanda, namun secara tepat tidak diketahui 
tahun berapa kantor tersebut dinyatakan berdiri. Pada zaman Belanda kantor 
tersebut dahulunya memakai nama “ Tabaks Accyns “ Kantor. Tabaks Accyns 
Kantor mempunyai arti kantor cukai tembakau. 
Cukai tembakau dimulai pada tahun 1932, apabila dilihat dari 
mulainya cukai tembakau, maka dapat dipastikan bahwa Tabaks Accyns 
Kantor berdiri sekitar tahun tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia Tabaks 
Accyns Kantor Cabang Surakarta diganti dengan nama Kantor Cukai Cabang 
Surakarta, yang bertampat di Jalan Slamet Riyadi No.3 Surakarta. 
Pada tahun 1957 Kantor Cukai Cabang Surakarta ditingkatkan 
statusnya menjadi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Surakarta, yang 
bertempat di Jalan Bawean No.23 Pasar Legi, Banjarsari, Surakarta, dan 
sesuai Perda No. VI tempatnya dipindahkan lagi ke Jalan Dr. Lambuan Tobing 
No.35 Surakarta. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 998/ KMK. 01 /1985 tanggal 27 Desember 1985 yang berlaku 1 
Maret 1986, menjadi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Surakarta. 
Pada tanggal 2 November 1992, Kantor Inspeksi Bea dan Cukai  Tipe 
B Surakarta pindah di Jalan LU. Adisucipto, Blulukan, Colomadu, 
Karanganyar, Surakarta, Telp. (0271) 713346-712243 ( Fax. 0271-713346 ). 
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/ KMK. 05/1998 
tanggal 4 Februari 1998, maka Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B 
Surakarta berubah menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe A3 Surakarta. 
 
B. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
Dan Cukai 
 
Tugas pokok direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan 
sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di Bidang Kepabeanan dan 
Cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan 
mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas 
barang yang masuk atau keluar daerah kepabean dan pemungutan bea masuk 
dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan Perundang-
Undangan. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah unsur 
pelaksana Direktorat Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan yang mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kepabeanan dan cukai 
dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
kepabeanan dan cukai dan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kantor 
pelayanan menyelenggarakan fungsi : 
1. Pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta pelayanan 






2. Penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. 
3. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan 
senjata api. 
4. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan Negara 
lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta 
pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan dan 
pengembalian bea masuk dan cukai. 
5. Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan di bidang kepabeanan dan 
cukai. 
6. Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang, nilai 
pabean dan fasilitas impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan 
badan. 
7. Penetapan klarifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan sanksi 
administrasi berupa denda. 
8. Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan 
barang serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang ke dan dari 
kawasan pabean. 
9. Penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai 
dan urusan perusakan pita cukai. 
10. Pembukuan dokumen dan kepabeanan dan cukai serta dokumen 
lainnya. 
11. Pengendalian dan pelaksanaan urusan perijinan kepabeanan dan cukai. 
12. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan pabean 
dan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan 
pabean dan pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan 
tidak dikuasai. 
13. Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian laporan kepabeanan dan 
cukai seerta penerimaan dan pendistribusian dokumen pabean dan 
cukai. 
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan. 
 
 C. Struktur Organisasi KPPBC Tipe A3 Surakarta 
 
Di dalam setiap instansi baik pemerintah maupun swasta perlu adanya 
sruktur organisasi, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan 
seseorang guna menentukan tugas, wewenang, dan tanggungjawab serta hak 
dan kewajiban sebagai pegawai di suatu instansi. 
Sruktur organisasi merupakan gambaran sistematis yang memiliki 
hubungan kerjasama antara pegawai dengan organisasi dalam usaha 
pencapaian tujuandengan adanya pembagian tugas dan wewenang, diharapkan 
dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh KPPBC Tipe A3 
Surakarta, sangat perlu adanya organisasi yang baik merupakan wadah dari 
pelaksanaan kegiatan administrasi manajemen. Organisasi yang mempunyai 
pola dasar atau struktur organisasi yang cukup permanent dalam mencapai 
tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, dengan adanya struktur 
organisasi akan baik apabila dalam organisasi tersebut melaksanakan asas-asas 
kekuasaan, pembagian kerja, perumusan tujuan yang jelas, lintasan pemerintah 
dan tanggungjawab tentang kekuasaan harus fleksibel. Untuk lebih jelas dalam 
memahami struktur organisasi KPPBC Tipe A3 Surakarta, dapat dilihat pada 











 Gambar 3.1 
Struktur Organisasi  
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 Dari skema atau struktur organisasi tersebut dapat dijabarkan tugas 
dari masing-masing bagian atau seksi yang antara lain : 
 
a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 
  Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan 
kepabeanan dan cukai dalam daeah wewenangnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta kebijakan teknis yang 
ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Pusat dipimpin oleh seorang 
Kepala Kantor di tiap kantor wilayah. 
 
b. Sub Bagian Umum 
  Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawain, keuangan, 
ketatausahaan dan rumah tangga kantor pelayanan, penyuluhan dan 
publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pelaporan 
dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan 
fungsional dan pengawasan masyarakat, penyusunan dan rencana strategis 
serta laporan akuntabilitas. 
 
c. Seksi Pencegahan dan Penyidikan 
 Mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi 
pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan 
cukai penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, 
pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan 
pengangkutan barang,pengawasan pembongkaran barang perhitungan bea 
masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap 
kekurangan atau kelebihan bongkar, penatausahaan dan pengurusan hasil 
penindakan, barang bukti dan uang ganjaran, pengumpulan data 
pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, 
penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan 
tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai serta 
pengelolaan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api kantor pelayanan. 
 
d. Seksi Perbendaharaan 
 Mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengadministrasian dan 
penyetoran bea masuk, cukai denda administrasi, bunga setoran, bunga 
sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan Negara lainnya yang 
dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan fasilitas pembebasan, 
penangguhan bea masuk, pengadministrasian jaminan serta pemrosesan 
penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk dan jaminan Pengusaha 
Pengurusan Jasa Kepabeanan, penagihan dan pengembalian bea masuk, 
cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan 
penagihan pajak Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, 
pelayanan permintaan dan pengadministrasian pita cukai, pembukuan 
kredit cukai, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan 
pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. 
 
e. Seksi Kepabeanan 
 Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas 
kepabeanan, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran 
pemberitahuan ekspor dan impor barang, pemberitahuan nilai pabean, 
klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, pemeriksaan barang 
dan badan pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan 
pemuatan barang ekspor, penimbunan danpengeluaran barang impor di 
kawasan pabean serta pemantauan ke sarana pengangkut. 
 
f.  Seksi Tempat Penimbunan  
Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perizinan 
Tempat Penimbunan Berikat, penatausahaan penimbunan, pemeriksaan 
dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan 
dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat 
Penimbunan Berikat, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, 
penatausahaan penimbunan, urusan penyelesaian dan penyiapan 
pelelangan atas barang yang tidak dikuasai dan barang yang dikuasai 
Negara, serta urusan pemusnahan barang tidak dikuasai, barang yang 
dikuasai Negara atau busuk. 
 
g.  Seksi Cukai 
Mempunyai tugas melakukan penelitian dokumen cukai dan 
pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, pembukuan dokumen cukai, 
administrasi perizinan cukai, pemantauan produksi, harga dasar dan kadar 
barang kena cukai, pembukuan barang kena cukai yang selesai dibuat, 
pelayanan kemudahan cukai serta perusakan pita cukai. 
 
h.  Seksi Operasional Komputer dan Distribusian Dokumen 
Mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana 
penunjangnya, pengelolaan kepustakaan data dan file, pelayanan dukungan 
teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data 
kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan 
pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan, 
serta penyajian laporan kepabeanan dan cukai. 
 
i.  Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas jabatan fungsional 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdiri dari 
sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok, dipimpin oleh tenaga dalam jabatan fungsional senior yang 





 D. Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 
Surakarta 
 
a. Hari Kerja 
Karyawan diwajibkan masuk kantor selama lima hari, yaitu hari senin 
sampai   dengan jumat. 
 
b. Jam kerja 
Jam kerja berlaku untuk semua karyawan, dengan ketentuan sebagai 
berikut : pagi masuk jam 08.00-12.00 dan sore jam 14.00-17.00. 
 
c. Istirahat 
Setiap jam istirahat bagi karyawan hanya diberi waktu selama 1-2 jam, 
setelah itu harus bekerja kembali sampai jam kerja selesai. 
 
d.  Seragam 
Seragam untuk hari senin sampai dengan Rabu memakai seragam warna 
coklat muda, untuk hari Kamis sampai dengan Jumat memakai seragam 
berwarna biru tua dengan identitas yang bertuliskan CUSTOM. 
 
e.  Jumlah Karyawan 
Jumlah keseluruhan karyawan KPPBC Tipe A3 Surakarta berjumlah 
kurang lebih 92 orang yang menempati sub bagian menurut bidang yang 
telah ditentukan dan diadakan rolling atau perputaran pegawai setiap 1 





Berikut ini tabel jumlah karyawan berdasarkan bidang kerja, gender, dan 
pendidikan terakhir : 
 
Tabel 3.1 
Jumlah Karyawan Berdasarkan Bidang Kerja dan Gender di KPPBC 
Tipe A3 Surakarta 
 
BIDANG KERJA GENDER JUMLAH 
Kepala Kantor Laki – laki  1 1 
Sub bagian umum Laki-laki     7 
Perempuan  5 
12 
Seksi Pencegahan dan 
Penyidikan 
Laki-laki     9 
Perempuan  1 
10 
Seksi Perbendaharaan Laki-laki     2 
Perempuan  6 
8 
Seksi Kepabeanan Laki-laki     9 




Laki-laki     9 
Perempuan  3 
12 
Seksi Cukai Laki-laki     8 





Laki-laki     4 




Laki-laki     8 
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 Tabel 3.2 
Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir di KPPBC  
Tipe A3 Surakarta 
 
PENDIDIKAN TERAKHIR JUMLAH 
Sarjana 26 
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f. Sanksi 
1)   Secara lisan  
Atasan memanggil karyawan yang bersangkutan yang telah melanggar 
aturan dengan memberikan teguran secara langsung. 
2) Secara tertulis 
Apabila karyawan yang telah melanggar peraturan tidak mengindahkan 
peringatan yang diberi secara lisan maka atasan atau sebagian pegawai 
memberikan surat peringatan yang dialamatkan langsung kepadanya. 
3) Diskors  
Apabila karyawan tidak mengindahkan semua peringatan-peringatan 
yang diberikan kepadanya untuk sementara waktu pihak kantor 






 g. Tata Tertib 
1) Karyawan diwajibkan masuk selama lima hari jam kerja 
2) Karyawan mulai bekerja sesuai jam kerja yang sudah ada. 
3) Karyawan diharuskan memakai seragam yang telah ditentukan. 
4) Karyawan yang tidak masuk kerja tanpa ijin dikenai sanksi. 
5) Karyawan selama jam kerja dilarang menerima tamu pribadi. 
6) Karyawan tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk urusan 
pribadi. 
 
E. Tata Ruang Kantor 
 
Dalam rencana tata ruang kantor, harus mempelajari hubungan unit 
yang melakukan tugas pekerjaan kantor dengan unit-unit yang lain. Disamping 
itu perlu memperhatikan pola sikap dan pekerjaan. Tata ruang pada KPPBC 
Tipe A3 Surakarta ini merupakan tata ruang yang terpisah-pisah yaitu antara 
satu ruang dengan yang lainnya terpisah. Pada susunan ini ruang bentuk 
bekerja terbagi-bagi dalam beberapa satuan. Tata ruang kantor terletak pada 
dua lantai yang berdiri atas kamar-kamar dan memang sengaja dibuat pemisah 
buatan dari sekosel kayu dan dinding kaca. 
 
 
F. Visi, Misi, Strategi dan Komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
 
a. Visi 
Sejarah dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia di bidang kinerja dan 
citra. 
b. Misi 
Pelayanan terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat. 
 
 
 c. Strategi  
Profesionalisme, efisiensi dan pelayanan. 
d. Komitmen 
1) Tingkatkan pelayanan 
2) Tingkatkan transparasi, keadilan dan konsisten 
3) Pastikan penggunaan jasa bekerja sesuai dengan ketentuan 









































§ Segi Lima 
Melambangkan Negara Repiblik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila. 
 
§ Laut, Gunung, dan Angkasa 
Melambangkan daerah Pabean Indonesia, yamg merupakan 
wilayah berlakunya UU Kepabeanan dan UU Cukai. 
 
§ Tongkat 
Melambangkan hubungan Perdagangan Internasioanal RI dengan 
Manca dari ke-8 penjuru angin. 
 
§ Sayap 
Melambangkan hari Keuangan RI 30 Oktober dan melambangkan 
Bea dan Cukai sebagai unsure pelaksana tugas pokok Departemen 
Keuangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 
 
§ Lingkaran Malai Padi 
Melambangkan tujuan Pelaksanaan Tugas Bea dan Cukai adalah 








A.  Pengertian Barang Hasil Penegahan 
 
Penegahan adalah proses dimana seluruh barang impor atau berbagai 
macam jenis dan karakteristik barang yang masuk, dibawa maupun yang dipesan 
oleh perseorangan maupun indivdu ataupun perusahaan yang masuk melalui 
seluruh akses masuk yang ada di Negara Indonesia ( wilayah kepabeanan ) 
melalui jalur masuk resmi atau kawasan pabean seperti akses masuk melalui darat, 
laut dan udara seperti bandara, pelabuhan, maupun terminal peti kemas. Barang 
yang masuk melalui ke tiga akses masuk Negara Indonesia terlebih dahulu  
diproses dan diawasi oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal 
ini seksi atau sub seksi yang berhak melakukan proses penegahan adalah seksi P2 
( Penindakan dan Penyidikan ). Setelah barang impor melalui proses penegahan 
yang dilakukan oleh petugas dari seksi P2 ( Penindakan dan Penyidikan ) dan 
terbukti atau diketahui barang tersebut tidak sesuai dengan bukti dokumen barang 
impor yang melengkapi barang atau termasuk jenis barang yang tidak 
diperbolehkan masuk ke Negara Republik Indonesia, maka barang yang tidak 
lolos proses penegahan akan disimpan selama 30 ( tiga puluh ) hari di TPS ( 
Tempat Penimbunan Sementara ). Setelah selama 30 hari barang hasil penegahan 
disimpan di TPS tidak diurus kepemilikannya oleh pemilik atau pemesan barang 
dan statusnya berubah menjadi barang yang tidak Dikuasai Negara. Barang 
penegahan kemudian diteruskan kepada Seksi Penimbunan untuk diproses dan 
ditindaklanjuti dan disimpan di TPP ( Tempat Penimbunan Pabean ) dibawah 
pengawasan Seksi Penimbunan. 
 
Pejabat Bea dan Cukai dalam hal ini seksi atau sub bagian P2 ( 
Penindakan dan Penyidikan ) berwenang melakukan penegahan terhadap : 
1) Barang impor yang berada di Kawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan 
dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean. 
2) Barang impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang berdasarkan 
petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban 
pabeannya. 
3) Barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi 
sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya; 
4) Sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewajiban 
pabeannya. 
5) Sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya 
 
Pejabat Bea dan Cukai melalui seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan ) 
tidak dapat melakukan penegahan terhadap : 
1) Paket atau barang yang disegel oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos. 
2) Barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas Pemberitahuan, 
atau Dokumen Pelengkap Pabean menunjukkan adanya kekurangan 
pembayaran Bea Masuk. 
3) Sarana Pengangkut yang disegel oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos. 
4) Sarana pengangkut Negara atau Negara Asing.  
 
Terhadap penegahan sarana pengangkut dan/atau barang, Kepala Kantor 
Pabean menyampaikan laporan kepada: 
1) Direktur Jenderal 
2) Kepala Kantor Wilayah 
3) Pejabat Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
menangani Pencegahan dan Investigasi 
 
Penegahan barang dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk menunda 
pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai 
dipenuhinya kewajiban pabean. Barang yang terkena proses penegahan adalah 
barang yang termasuk dalam barang jenis barang larangan dan pembatasan. 
Barang Larangan dan Pembatasan :  
 Adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukkan dan 
pengeluarannya ke atau dari wilayah Republik Indonesia tanpa ijin dari instansi 
berwenang. 
Barang yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain : 
1) Narkotika ( Narcotics ) 
2) Bahan peledak ( Explosive materials ) 
3) Petasan ( Fire works ) 
4) Senjata api dan amunisi ( fire arm and ammunition ) 
5) Psikotropika ( Psychotropics ) 
6) Buku dengan barang cetakan tertentu ( Defined books and printed 
materials ) 
7) Media rekam audio dan / atau visual ( Audio and/or Visual recording 
media ) 
8) Alat-alat telekomunikasi ( Telecommmunication equipment ) 
9) Mesin fotocopi berwarna, bagian / suku cadang dan peralatannya ( Colour 
photo Copy, parts and equipment therenf ) 
10) Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta bagian-
bagiannya ( Undangered species of wild fauna and flora, and parts therenf 
) 
11) Beberapa jenis ikan tertentu ( Certain species of fish ) 
12) Makanan dan minuman yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan 
RI ( Unregistered food and beverages at The Departement of Health ) 
13) Obat-obatan ( medicines ) 
14) Bahan-bahan berbahaya ( Dangerous materials ) 
15) Pestisida ( Pesticides ) 
16) Bahan perusak lapisan ozon dan barang yang menggunakan bahan perusak 
lapisan ozon ( Ozonedepicting substances and goods containing ozone 
depleting  substances ) 
17) Limbah ( Wastes ) 
18) Benda cagar budaya ( Cultural valuable goods ) 
19) Produk tertentu ( Certain products ) 
20) Uang rupiah dengan jumlah tertentu ( Certai amount of rupiah in cash ) 
 
Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan 
bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan 
intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-
undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Seksi 
P2 diberi wewenang khusus dibawah peraturan menteri keuangan Nomor 13 / 
PMK.04 / 2006 untuk melanjutkan mekanisme barang hasil pelelangan hingga 
proses pelelangan atau pemusnahan yang berkoordinasi dengan seksi penimbunan 
tentang : 
 Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang 
dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara. 
Seksi P2 dalam hal ini mendapatkan tugas untuk melakukan proses 
penegahan terhadap barang yang masuk ke Indonesia baik yang sudah maupun 
yang tanpa memiliki ijin kepabeanan atau tanpa surat-surat atau dokumen yang 
legal sesuai dengan barang yang dibawa atau dipesan maupun barang yang belum 
memenuhi prosedur bea masuk oleh individu perseorangan maupun perusahaan. 
 Sesuai dengan UU.No.10 Tahun 1995 pasal 1 ayat 15 setiap barang yang 
dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan 
terutang bea masuk. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat 
tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif ( ZEE ) dan landas kontinen yang didalamnya 
berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 
 
Dalam peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat diartikan seperti ini : 
1) Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan 
laut, Bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas 
barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. 
2) Pelabuhan yaitu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya 
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 
kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat untuk kapal 
bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang 
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan pelayaran kegiatan 
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar 
moda transportasi. 
3) Bandar Udara adalah lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat 
dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar 
muat kargo atau pos yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 
penerbangan sebagai tempat perpindahan tempat antar moda transportasi. 
 
Barang yang terkena proses penegahan adalah barang impor yang terkena 
tarif bea masuk, sudah menyelesaikan administrasi tarif bea masuk dan 
kelengkapan dokumen maupun barang impor yang belum menyelesaikan proses 
tarif bea masuk atau administrasi ataupun yang tidak dilengkapi dokumen 
kelengkapan barang.  
Pengertian bea masuk menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
tentang kepabeanan adalah : 
Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang 
Kepabeanan yang dikenan terhadap barang yang di impor ( UU No.10 Tahun 
1995 pasal 1 ayat 5 ). 
 
Subyek dan obyek Cukai : 
1) Subyek cukai adalah barangsiapa yang melakukan usaha sebagai 
pengusaha kena pajak dari barang yang dikenakan pungutan cukai. 
2) Obyek cukai ada 3 jenis barang, yaitu etil alkohol, minuman yang 




Tujuan Pengenaan Cukai : 
1) Untuk menghasilkan penerimaan Negara ( Fiscal Oriented ) 
2) Menaikan harga sehingga hanya terjangkau oleh kalangan tertentu. 
3) Memudahkan penguasaan perdagangan. 
4) Sebagai kontrol pemerintah dengan harapan dapat menghalangi 
penggunaan obyek cukai untuk digunakan masyarakat secara bebas ( 
Public Oriented ). 
5) Untuk membatasi beredarnya barang-barang yang non-essensial atau asas 
konsumsi barang mewah. 
 
Barang Kena Cukai 
Yang termasuk barang kena Cukai adalah sebagai berikut ini : 
1) Etil alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 
digunakan atas proses pembuatannya. 
Yang dimaksud dengan etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, 
dan tidak berwarna, merupakan senyawa organic, yang diperoleh baik 
dengan cara peragian dan atau penyulingan secara sintesa kimiawi. 
2) Minuman Mengandung Etil Alkohol ( MMEA ) dalam kadar berapapun, 
dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses 
pembuatannya. 
Yang dimaksud dengan minuman mengandung etil alkohol adalah semua 
barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang 
dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya. Yang 
dimaksud dengan konsentrat yang mengandung etil alkohol yang 
digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan 
minuman yang mengandung etil alkohol. 
3) Hasil Tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris 
dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan 
digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam 
pembuatannya. 
 
Pembebasan  Cukai terhadap barang yang melewati proses penegahan. 
1) Pembebasan cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai sebagai 
berikut ini : 
a) Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam 
pembuatan baran hasil akhir yang bukan merupakan Barang Kena 
Cukai. 
b) Untuk keperluan penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. 
c) Untuk keperluan perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya 
yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. 
d) Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada 
badan atau organisasi internasional di Indonesia. 
e) Dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas 
atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan. 
f) Dipergunakan untuk tujuan sosial. 
g) Dimasukkan dalam tempat penimbunan berikat. 
2) Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas Barang Kena Cukai tertentu 
sebagai berikut ini : 
a) Etil alkohol yang rusak sehingga tidak baik untuk diminum. 
b) Minuman mengandung Etil Alkohol dan HAsil Tembakau yang 
dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang 
berangkat langsung ke luar Daerah Pabean. 
3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importer atau setiap 
orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai, dikenai sanksi 
administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan 
paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 
 
Penetapan tarif bea masuk atas barang impor yang harus melalui proses 
penegahan atau barang larangan dan pembatasan diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 pasal 12 yaitu : 
 
Barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% ( 
empat puluh persen ) dari nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. 
1) Barang impor dikecualikan dari pungutan bea masuk : 
a. Barang impor hasil pertanian tertentu. 
b. Barang impor yang termasuk dalam daftar skedul XXI-Indonesia pada 
Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan. 
2) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda 
terhadap : 
a. Barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian 
atau kesepakatan internasional. 
b. Barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas 
barang atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan. 
c. Barang impor yang berasal dari Negara yang memperlakukan barang 
impor Indonesia secara diskriminatif. 
 
Pengenaan tarif bea masuk kepada semua jenis barang yang melalui proses 
penegahan didasarkan pada beberapa jenis tarif, yaitu tariff ad valorem, tarif 
spesifik, dan tarif campuran. Tarif ad valorem adalah tarif yang dikenakan 
berdasarkan angka presentase tertentu dari nilai barang-barang yang di impor. 
Tarif spesifik adalah tarif yang dikenakan sebagai beban tetap unit barang yang di 
impor. Sedangkan tarif campuran gabungan dari keduanys ( Hady, 2002 : 66 ) 
Hamdy Hady mengemukakan bahwa tarif bea masuk mempunyai empat 
fungsi : 
1) Mengatur : Bea masuk sebagai perlindungan kepentingan ekonomi dalam 
negeri 
2) Budgeter : Bea masuk sebagai sumber penerimaan Negara. 
3) Demokrasi : Penetapan besar tarif bea masuk melalui persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat ( DPR ) 
4) Pemerataan : Pemerataann distribusi pendapatan nasional dengan 
pengenaan tarif bea masuk tinggi untuk barang mewah ( Hady, 2001:66 ). 
 
Penetapan tarif bea masuk barang yang sudah melalui proses penegahan 
dikelompokan berdasarkan sistem klasifikasi barang, yaitu suatu daftar 
penggolongan barang yang  dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk 
mempermudah penarikan transaksi perdagangan, pengangkutan,. Penggolongan 
barang diatur denagan system ini mempermudah dan memperlancar arus 
perdagangan internasional. 
Sistem klasifikasi barang yang di tetapkan Pemerintah Indonesia sangat 
dipengaruhi oleh kebijakan Organisasi Kepabeanan Dunia atau Worl Customss 
Organization ( WCO ). Indonesia bergabung dengan WCO sejak tanggal 15 Nei 
1993. 
Barang impor yang dikenakan bea masuk di Kantor Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe A Surakarta adalah : 
1) Barang bawaan penumpang yang bernilai dari $ 250 
2) Mesin untuk pembangunan dan pembangunan industri] 
3) Barang untuk dikonsumsi ( makanan, minuman, dsb )  
 
Barang hasil penegahan yang tidak diselesaikan kepengurusan dokumen 
atau ijinnya akan disimpan sementara dalam TPS ( Tempat Penimbunan 
Sementara ) yang berada ditempat akses masuk barang baik akses darat, udara 
maupun laut. 
 
Tempat Penimbunan Sementara adalah : 
Bangunan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di 
Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sambil sementara menunggu 
pemuatannya atau pengeluarannya. 
Tempat Penimbunan Sementara dapat berupa : 
1) Lapangan penimbunan 
2) Lapangan Penimbunan peti kemas 
3) Gudang penimbunan 
4) Tangki penimbunan 
B.  Penyerahan Barang Hasil Penegahan Kepada Seksi Penimbunan Untuk 
Dilelang atau Di musnahkan. 
 
 Setelah dalam jangka waktu 30 hari barang hasil penegahan berada dalam 
TPS ( Tempat Penimbunan Sementara ) tidak diselesaikan oleh pemilik barang 
proses administrasi maupun dokumen kelengkapan barangnya maka barang hasil 
penegahan yang dilakukan oleh Seksi P2 ( Penindakan dan Penyidikan ) akan 
dilimpahkan kepada Seksi Penimbunan. Barang hasil penegahan yang sudah 
berada di Seksi Penimbunan diberikan jangka waktu 30 hari lagi bagi pemilik 
barang untuk memenuhi tarif bea masuk, proses administrasi serta kelengkapan 
dokumen barang untuk mengambil barangnya. Jika dalam tambahan waktu 30 hari 
tersebut pemilik barang tidak juga mengurus barangnya maka barang miliknya 
yang berada di Seksi Penimbunan statusnya berubah menjadi Barang Yang 
Menjadi Milik Negara. 
 
C.  Barang Hasil Penegahan Yang Berubah Statusnya Menjadi Barang Yang 
Menjadi Milik Negara 
 
 Barang hasil penegahan yang statusnya berubah menjadi Barang Yang 
Menjadi Milik Negara adalah barang yang tidak diselesaikan kewajiban 
pabeannya dalam jangka waktu yang ditetapkan selama 60 hari berada ( enam 
puluh ) hari sejak penyimpanan di tempat penimbunan pabean dalam hal ini 
berada di Seksi Penimbunan. 
 
Barang yang Menjadi Milik Negara adalah:                 
1) Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang 
dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud 
ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.            
2) Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang 
dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh 
pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh)hari terhitung sejak 
disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.           
3) Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan 
Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal.            
4) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean 
oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.             
5) Barang yang Dikuasai Negara yang merupakan barang yang dilarang atau 
dibatasi untuk diimpor atau diekspor.         
6) Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk 
negara.              
 
Barang hasil penegahan lalu dibedakan menjadi dua jenis barang yang 
akan dilelang atau dimusnahkan. 
Jenis Barang Hasil Penegahan Yang Segera Dimusnahkan adalah sebagai berikut :  
1) Barang tersebut busuk ( dalam hal ini makanan, obat-obatan dan 
sebagainya ) 
2) Merupakan Barang Kena Cukai berupa minuman yang mengandung etil 
alkohol, konsentrat yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau 
segera dimusnahkan karena : 
a) Tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, misalnya buah 
segar dan sayur segar. 
b) Merusak, antara lain asam sulfat dan belerang. 
c) Berbahaya 
d) Pengurusannya memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan 
memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya. 
Barang Hasil Penegahan yang dimusnahkan dengan cara : 
a Dibakar 
b Dihancurkan atau dirusak 
c Digilas dengan kendaraan berat 
Jenis  Barang Hasil Penegahan Yang Dapat Dilelang adalah sebagai berikut : 
1) Pengurusannya memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan 
memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya. 
2) Memiliki nilai ekonomis. 
 Setelah barang dicacah, dipilih atau dibedakan jenis dan karakteristiknya 
lalu diproses untuk ditindak lanjuti penyelesaian barang hasil penegahan tersebut. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tanggal 20 
februari 2006 penyelesaian akhir atas Barang Yang Menjadi Milik Negara dapat 
diusulkan  untuk dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dan atau untuk ditetapkan 
status penggunaannya. 
1) Pelelangan dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan 
rencana pelelangan barang. 
2) Untuk memudahkan pelaksanaan lelang barang yang telah dibukukan 
dalam buku catatan pabean barang yang dikuasai Negara dibuatkan 
rencana pelelangan barang dengan memperhatikan urutan tahun, bulan, 
dan tanggal penyimpanan di Tempat Penimbunan Pabean. 
3) Kantor pabean menetapkan nilai pabean dari barang yang akan dilelang 
berdasarkan data yang tersedia pada kantor pabean yang bersangkutan. 
4) Penetapan harga terendah untuk barang yang akan dilelang dilakukan oleh 
kepala kantor pabean. 
5) Apabila penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai harga yang di 
inginkan maka dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari dilakukan 
pelelangan kedua. 
6) Apabila pada waktu pelelangan kedua harga terendah lelang tidak tercapai, 
Kepala Kantor Pabean mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan barang, diserahkan 
kepada instansi pemerintah atau dihibahkan. 
7) Terhadap barang yang peruntukannya diserahkan kepada instansi 
pemerintah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan kepada 
Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. 
 
Hal-hal yang penting dalam pelaksanaan lelang antara lain : 
1) Balai lelang menyelenggarakan atas aset yang diserahkan ke Balai Lelang 
sampai penyerahan secara fisik kepada pemenang lelang. 
2) Aset yang dilelang adalah aset yang menurut peraturan yang berlaku tidak 
dibebani title eksekutorial, tidak dikuasai Negara serta bukan merupakan 
asset yang harus di esekusi guna pelaksanaan putusan pengadilan. 
3) Biaya lelang yang harus dibayarkan ke kas Negara dari harga lelang yang 
terbentuk. 
4) Balai lelang mengajukan surat permohonan lelang ke Kantor Pelayanan 
Piutang Lelang Negara dengan merujuk pada surat kuasa dari penjual ke 
Balai Lelang. 
 
Berikut ini bagan alur mekanisme barang hasil penegahan hingga proses 


















Alur Bagan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan Atau 
Pemusnahan 
 





Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta 
 
D.  Hambatan Yang Ditemui Dalam Mekanisme Barang Hasil Penegahan 
Hingga Proses Pelelangan Atau Pemusnahan Di Kantor Pengawasan Dan 
Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A3 Surakarta 
 
 Dalam mekanisme penanganan barang hasil penegahan oleh Pejabat atau 
petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Udara Darat Laut 




Barang Hasil Penegahan 
Disimpan di TPS 
(Tempat Penimbunan 
Sementara) 
Barang Hasil Penegahan 
Dikirim ke Seksi 
Penimbunan 
Dimusnahkan Dilelang Dihibahkan 
A3 Surakarta, terdapat berbagai hambatan yang timbul baik yang yang berasal 
dari pihak pemilik barang atau importir sendiri maupun dari Pihak Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai sendiri. 
 Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe A3 Surakarta dalam mekanisme penanganan barang hasil penegahan 
hingga proses pelelangan atau pemusnahan adalah : 
1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seringkali membutuhkan 
proses dan waktu yang cukup lama untuk memberikan keputusan dan 
kepastian bagi tiap Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk menindak lanjuti 
apakah barang hasil penegahan akan dilelang atau dimusnahkan. 
2) Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai bagi petugas 
seksi P2 ( Penindakan dan Penyidikan ) untuk mengawasi dan menindak 
barang yang masuk yang terkena proses penegahan. 
3) Seperti masalah yang sering dan biasa kita jumpai pada tiap instansi 
pemerintah maupun swasta, yaitu masalah terbatasnya dana operasional 
yang dianggarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat bagi tiap 
Kantor Wilayah Bea dan Cukai sehingga menyebabkan mobilitas 
pengawasan, penindakan dan penyidikan  yang akan dilakukan para 
petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3 Surakarta dalam 
mengawasi dan menindak barang yang masuk menjadi kurang optimal dan 
terbatas. 
4) Terbatasnya peralatan IT ( Informasi Teknologi ) yang diperlukan petugas 
guna mengawasi dan menindak setiap barang yang masuk ke wilayah 
Negara Republik Indonesia. 
5) Minimnya pengertian dan pengetahuan para penumpang pesawat terbang 
yang masuk melalui bandara Adi Soemarmo Solo tentang barang-barang 
bawaan apa sajakah yang dapat mereka bawa kembali kedalam negeri 
setelah berpergian dari luar negeri, seperti jenis dan karakteristik barang, 
apakah termasuk barang yang diperbolehkan masuk, dibatasi jumlahnya 
maupun yang tidak diperbolehkan masuk. 
6) Adanya importir yang tidak mematuhi prosedur impor yang telah 
ditetapkan. Pelanggaran yang biasanya terjadi adalah importir memberikan 
keterangan yang tidak benar mengenai barang yang mereka impor, artinya 
jenis barang yang tercantum dalam PIB ( Pemberitahuan Impor Barang ) 
dan  kenyataannya dilapangan adalah berbeda. Hal ini menyebabkan 
terjadinya kesalahan pula didalam memnentukan besarnya tarif bea masuk 
dan pajak-pajak lain dalam rangka impor yang harus dibayar.  
 
E.  Usaha Apa Saja Yang Dilakukan Untuk Menangani Hambatan 
 
 Usaha yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe A3 Surakarta dalam menangani hambatan yang ada dalam mekanisme 
penanganan barang hasil penegahan hingga proses lelang atau pemusnahan adalah 
sebagai berikut : 
1) Mengkoordinasikan dan mengefektifkan tiap-tiap sub bagian pada tiap 
kantor pelayanan dari tiap kantor wilayah hingga ke kantor pusat agar 
bekerja lebih cepat dan efisien dalam mengurus penindak lanjutan barang 
hasil penegahan. 
2) Mengoptimalkan segala sarana dan fasilitas yang sudah ada pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta. 
3) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan informasi yang 
jelas kepada setiap penumpang, awak sarana pengangkut, pengusaha dsb 
agar lebih memperhatikan dan mengetahui jenis-jenis barang apa saja yang 
dapat dan tidak boleh masuk ke Negara Indonesia yang keluar atau masuk 
masuk ke Negara Indonesia ( kawasan pabean ) baik itu melalui darat, 
udara maupun laut. 
4) Melakukan efisiensi dan penghematan dana operasional kantor secara 
bijak dengan cara para petugas melakukan dan menyelesaikan 
pengawasan, penindakan dan penyidikan barang hasil penegahan dengan 
cepat dan tidak melalui proses yang terlalu lama.  
5) Dengan terbatasnya peralatan IT (Informasi Teknologi) yang ada di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta maupun 
yang ada di bandara Adi Soemarmo maka para petugas yang ada terpaksa 
menjalankan tugas mereka dengan dukungan dan menggunakan bantuan 
































Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab 
terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penanganan barang hasil 
penegahan hingga proses pelelangan atau pemusnahan di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakata bisa dikatakan baik. Hal ini terbukti 
dengan berkurangnya barang yang terkena penegahan hingga harus dilelang atau 
dimusnahkan. Dalam hal kepengurusan dan mekanisme barang hasil penegahan 
hingga proses lelang atau pemusnahan juga dapat dikatakan baik dan selalu 
mengikuti peraturan dan tata cara yang ada dan telah ditetapkan, sehingga 
memudahkan mekanisme penanganan barang hasil penegahan itu sendiri. 
 Kerjasama dan koordinasi antar Seksi atau Sub Seksi yang ada di Kantor 
Pengawasan dan Pelayan Bea dan cukai Tipe A3 Surakarta dalam menangani 
barang hasil penegahan juga berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai peraturan 
yang telah ditetapkan tanpa saling tumpah tindih atau mis koordinasi antara Sub 
Seksi yang mempunyai tugas dan peran masing-masing sesuai tugas dan 
kewajibannya. Dengan tiap Sub Seksi bekerja dengan baik dan profesional 
menjalankan tugasnya dalam menangani barang hasil penegahan, maka Negara 
pun diuntungkan dengan penerimaan bea masuk dari berbagai macam jenis dan 
karakter barang yang masuk ke Negara Indonesia ( Wilayah Kepabeanan ). 
 Dengan meminimalisir barang yang masuk ke wilayah Republik Indonesia 
tanpa dilengkapi surat-surat, dokumen, maupun barang yang tidak boleh atau 
dibatasi jenis, banyak dan karakter barangnya maka penerimaan Negara dari 
sector kepabeanan akan dapat dimanfaatkan dengan baik dan seoptimal mungkin 




Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah 
sebagai berikut : 
1) Mekanisme penanganan barang penegahan di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta dapat penulis katakan baik. 
2) Adanya efek jera yang dapat memberikan pelajaran bagi para pelanggar 
kebijakan peraturan-peraturan kepabeanan. 
3) Mampu melindungi penerimaan dan pemasukan Negara dari kerugian-
kerugian akibat barang impor atau barang masuk yang masuk secara 
illegal. 
4) Dalam menjalankan tugasnya para petugas Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta yang bekerja dilapangan 
maupun dalam kantor mampu bekerja sama dengan baik antara dengan 
masyarakat.  
 
Hambatan yang ditemui dalam mekanisme penanganan barang hasil 
penegahan hingga proses pelelangan atau pemusnahan : 
1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seringkali membutuhkan  
proses dan waktu yang cukup lama untuk memberikan keputusan dan 
kepastian bagi tiap Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti 
apakah barang hasil penegahan akan dilelang atau dimusnahkan. 
2) Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai bagi petugas 
seksi P2 ( Penindakan dan Penyidikan ) untuk mengawasi dan menindak 
barang yang masuk yang terkena proses penegahan. 
3) Seperti masalah yang sering dan biasa kita jumpai pada tiap instansi 
pemerintah maupun swasta, yaitu masalah terbatasnya dana operasional 
yang dianggarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat bagi tiap 
Kantor Wilayah Bea dan Cukai sehingga menyebabkan mobilitas 
pengawasan, penindakan dan penyidikan  yang akan dilakukan para 
petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3 Surakarta dalam 
mengawasi dan menindak barang yang masuk menjadi kurang optimal dan 
terbatas. 
4) Terbatasnya peralatan IT ( Informasi Teknologi ) yang diperlukan petugas 
guna mengawasi dan menindak setiap barang yang masuk ke wilayah 
Negara Republik Indonesia. 
5) Minimnya pengertian dan pengetahuan para penumpang pesawat terbang 
yang masuk melalui bandara Adi Sumarmo Solo tentang barang-barang 
bawaan apa sajakah yang dapat mereka bawa kembali kedalam negeri 
setelah berpergian dari luar negeri, seperti jenis dan karakteristik barang, 
apakah termasuk barang yang diperbolehkan masuk, dibatasi jumlahnya 
maupun yang tidak diperbolehkan masuk. 
 
Kesimpulan usaha yang telah dilakukan Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta untuk mengatasi kendala pada 
mekanisme penanganan barang hasil penegahan hingga proses pelelangan atau 
pemusnahan : 
1) Mengkoordinasikan dan mengefektifkan tiap-tiap sub bagian pada tiap 
kantor pelayanan dari tiap kantor wilayah hingga ke kantor pusat. 
2) Mengoptimalkan segala sarana dan fasilitas yang sudah ada. 
3) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan informasi yang 
jelas kepada setiap penumpang, awak sarana pengangkut, pengusaha dsb. 
4) Melakukan efisiensi dan penghematan dana operasional kantor secara 
bijak. 
5) Para petugas yang ada menjalankan tugas mereka dengan dukungan dan 





 Saran yang dapat penulis berikan bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta dalam menangani barang hasil penegahan 
hingga proses pelelangan atau pemusnahan adalah sebagai berikut : 
1) Para petugas bea dan cukai meningkatkan kinerja Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta dalam hal mengawasi 
masuknya barang impor yang melalui mekanisme penegahan hingga 
proses pemusnahan atau pelelangan, yang dapat penulis simpulkan sudah 
berjalan dengan baik. 
2) Memberikan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan informasi yang 
jelas kepada setiap penumpang, awak sarana pengangkut, pengusaha dsb 
agar lebih memperhatikan dan mengetahui jenis-jenis barang apa saja yang 
dapat dan tidak boleh masuk ke Negara Indonesia yang keluar atau masuk 
masuk ke Negara Indonesia ( kawasan pabean ) baik itu melalui darat, 
udara maupun laut seperti : 
a) Memberi pamflet, selebaran atau memasang pengumuman atau poster 
yang berisi informasi, pemberitahuan atau peraturan tentang berbagai 
jenis macam barang dan karakteristiknya apakah termasuk barang yang 
boleh, dibatasi atau tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia kepada 
dan untuk kepentingan para penumpang pesawat sebelum penumpang 
pesawat berpergian ke luar negeri. 
b) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para maskapai 
penerbangan Indonesia untuk memberikan informasi yang benar 
maupun mengingatkan para penumpang pesawat tentang barang 
bawaan yang dapat, dibatasi atau tidak diperbolehkan mereka bawa 
masuk ke Indonesia khususnya yang masuk melalui Bandara 
Internasional Adi Sumarmo Solo. 
3) Melengkapi para petugas dengan sarana dan prasarana ( seperti alat atau 
armada transportasi seperti mobil dinas,mobil boks maupun truk 






4) Menambah petugas yang merupakan tenaga ahli dalam bidang IT ( 
Informasi Teknologi ) agar penggunaan dan maintenance ( perawatan ) 
sarana IT menjadi tepat guna dan tidak mudah rusak karena pemakaian 
dan perawatan yang salah disebabkan kurangnya jumlah petugas Bea dan 
Cukai yang memiliki pengetahuan dan mengetahui bagaimana 
menggunakan dan merawat sarana IT yang ada di Kantor Pengawasan dan 
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